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ABSTRACT 
The IPR philosophical foundation is closely related to the development of western civilization. At 
first, HKI was supported by the utilitarian who only considered IPR as instrument of economic 
rights to commercialize the intellectual assets. Then, there was non-utilitarian movement which 
considered the IPR as an instrument of moral rights to reward and respect for human 
intellectual work. Recently, discussion of IPR is only dominated by the economic approach. It 
has caused a negative view of IPR. Therefore, the discussion of IPR from a moral standpoint 
needs to be improved. 
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PENDAHULUAN 
Sejarah perkembangan HKI tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan negara-
negara barat. Meskipun negara barat memandang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak 
individul yang eksklusif, namun pada perkembangannya muncul konsep HKI yang bersifat 
komunal seperti pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dan kesenian tradisional yang 
menjadi milik bersama suatu kelompok masyarakat.  
Teori tentang HKI tidak banyak menarik perhatian para filsuf untuk membahas dan 
memperdebatkannya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, mulailah 
orang berfikir tentang pentingnya perlindungan HKI. Hal inilah yang menarik perhatian para 
filsuf untuk membahasnya.  
Sebagai sebuah slogan, istilah “kekayaan” (property) kurang populer dibanding dengan 
slogan lain misalnya “kebebasan” (freedom), kesetaraan (equality), dan “hak” (rights). Bahkan 
Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence) di Amerika hanya lantang berbicara 
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kebebasan (freedom) tetapi lirih tentang kekayaan (property) yang hanya diwujudkan dalam hak 
pencapaian kebahagiaan (pursuit of happiness). Namun demikian, ide-ide tentang properti telah 
memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan hukum Amerika (AS) yang pada akhirnya 
juga berkembang di negara-negara berkembang seperti Indonesia. 
Menurut paradigma lama, yang dimaksud dengan properti adalah produk pertanian, 
pabrik-pabrik dan perabot. Sejak berdirinya negara AS, konsep properti telah berkembang 
dengan pesat. Terdapat kencederungan untuk memperlakukan hal-hal baru sebagai properti 
seperti keamanan pekerjaan dan pendapatan dari program-program sosial. Sejak saat itulah 
berkembang paradigma baru tentang kepemilikan terhadap aset-aset yang tidak berwujud yang 
disebut kekayaan intelektual (intellectual property).  
Di banyak tempat, property dipandang inheren dengan konsep yang konservatif sebagai 
alat untuk mempertahankan status quo. Pada abad ke-18, Edmund Burke (1905: 277, 324) 
menyatakan bahwa sistem HKI hanya dapat dijalankan pada sebuah masyarakat yang diperintah 
dengan sistem meritokrasi murni. Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat, menunjuk 
suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi 
atau berkemampuan (http://id.wikipedia.org). Properti berfungsi sebagai penyeimbang antara 
orang-orang yang berprestasi (propertied) dan yang memiliki bakat alami (nonpropertied).  
Kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang egaliter. Jangka waktu kepemilikannya 
terbatas dan dapat diperoleh oleh siapa saja. Kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai suatu 
hadiah (reward) dan instrumen pemberdayaan. Kekayaan intelektual merupakan propertisasi dari 
”bakat” (Hughes, 1988: 3). 
Meskipun secara konseptual kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang egaliter, 
namun pada kenyataannya sebagian besar kekayaan intelektual hanya dapat dihasilkan setelah 
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investasi keuangan yang cukup besar, melalui laboratorium penelitian atau oleh ilmuan lulusan 
pendidikan yang menggunakan fasilitas ini. Maka tidak mengherankan apabila sebagian besar 
pemegang hak cipta dan paten berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas (Hughes, 1988: 
3).  
Pada akhirnya, kekayaan intelektual lebih banyak bicara tentang asal-usul suatu properti. 
Terbatasnya ruang lingkup dan jangka waktu diperlukan untuk mencegah pemusatan kekayaan 
oleh segelintir orang. Oleh karenanya kaum Marxis cenderung tidak cocok dengan konsep 
kekayaan intelektual. Selain itu, kekayaan intelektual dapat menjadi pengaruh liberal pada 
masyarakat karena keberadaan kekayaan intelektual berasal dari kaum terdidik. Jika orang 
menjadi maju karena pendidikan, maka HKI dapat memberikan kekuatan ekonomi kepada 
masyarakat karena mereka termasuk masyarakat yang memperoleh informasi dengan baik 
(Hughes, 1988: 3-4).  
Tulisan ini bertujuan membahas tentang teori-teori dan kerangka filosofis HKI. Bahasan 
dilihat dari aspek sejarah dan perkembangan ideologi-ideologi di dunia. Tulisan ini dapat 
dijadikan rujukan bagi para peneliti di bidang HKI. 
 
PEMBAHASAN 
Secara umum terdapat dua teori tentang HKI yaitu Utilitarian Theory dan Non-utilitarian 
Theory. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada pendekatannya. Teori 
Utilitarian melihat HKI sebagai hak ekonomi sedangkan teori Non-utilitarian melihat HKI 
sebagai hak moral (Triyanto, 2011). Pada perkembangan selanjutnya munculah berbagai teori 
yang mendukung maupun mengkritik HKI di antaranya: Natural Rights/Labor Theory, 
Personhood Theory, Unjust Enrichment Theory, Libertarian Theory, Distributive Justice Theory, 
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Democratic Theory, Radical/Socialist Theory, dan Ecological Theory (Menell, 1999: 130, 157-
162).  
1. Utilitarian Theory 
Kaum utilitarian melihat HKI sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan 
terhadap (hasil) kerja mereka di bidang penemuan teknologi. (Merges, et al., 1997: 135-136). 
Teori HKI dari kaum utilitarian maju dan berkembang berhubungan erat dengan proses 
pembentukan negara modern. HKI berkembang pada zaman merkantilis yang digunakan untuk 
meningkatkan kekuatan dan kekayaan melalui pengembangan industri manufaktur dan monopoli 
perdagangan. Filosofi dari teori ini menempatkan HKI sebagai sesuatu yang perlu dikembangkan 
untuk mendukung kekuatan monopoli dan mempercepat inovasi. Penganut teori ini antara lain: 
Adam Smith (1776), Jeremy Bentham (1839), John Stuart Mill (1862), Pigou (1924), Clark 
(1927), dan Arrow (1962). 
 
2. Non-Utilitarian Theory 
Teori Non-Utilitarian berperan penting dalam mendukung eksistensi HKI di dunia. Teori 
ini menekankan perlunya perlindungan hak moral (moral rights) dalam suatu karya intelektual. 
Penekanan hak moral berawal dari ide perlunya perlindungan terhadap ekspresi seni, sastra dan 
publikasi. Penganut teori ini antara lain: Kaplan (1967), Treece (1986), Hughes (1988), Gordon 
(1989), dan Netanel (1993). 
 
3. Natural Rights/Labor Theory 
Teori ini dipelopori oleh John Locke (1698) yang menawarkan justifikasi terhadap hak 
milik pribadi sebagai sebuah hak alamiah (natural rights). John Locke mengajukan proposisi 
bahwa setiap orang memiliki kekayaan (property) yang terdapat dalam diri pribadi mereka. 
Kemudian Immanuel Kant (1798: 229-230) mengatakan bahwa kewajiban alamiah (natural 
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obligation) manusia adalah menghormati kepemilikan pengarang (author) atas ciptaannya 
(Menell, 1999: 157).  
Teori HKI dari John Locke mempunyai sedikit interpretasi yang berbeda. Salah satunya 
adalah bahwa HKI merupakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja. 
Sementara itu teori normatif mengatakan bahwa tenaga kerja yang harus dihargai (Laslett, 1963: 
138).  
Menurut John Locke, semua benda yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Tuhan 
untuk kesenangan manusia. Akan tetapi, barang-barang tersebut tidak dapat serta merta 
dinikmati oleh manusia. Manusia harus mengubah barang-barang itu menjadi milik pribadi 
dengan cara mempekerjakan tenaga kerja. Keberadaan tenaga kerja akan menambah nilai barang 
dan akan memungkinkan barang tersebut dapat dinikmati oleh manusia (Hughes, 1988: 6-7). 
 
4. Personhood Theory 
Teori HKI dari John Locke sangat kental dengan nuansa pasar uang, penumpukan 
kekayaan, industri jasa dan sejenisnya. Justin Hughes (1998: 27-28) memandang teori buruh 
tentang HKI dapat dikatakan kuat namun tidak lengkap. Menurutnya, teori HKI memerlukan 
teori personal sebagaimana diajukan oleh Hegel. Menurut Hegel, HKI merupakan sebuah 
ekspresi pribadi sehingga munculah teori kepribadian (personhood theory).  
Justifikasi terhadap kepribadian berasal dari filsafat hukum Immanuel Kant dan Hegel. 
Teori ini telah menjadi diskursus dalam negara hukum modern. Premis yang mendasari teori ini 
adalah bahwa seseorang yang ingin berkembang menjadi pribadi yang baik perlu mengontrol 
lingkungan eksternalnya (Menell, 1999: 158).  
Untuk mengatasi kekurangan dari teori Locke, maka dikemukakan teori kepribadian 
(personality justification) dari Hegel. Inti dari filsafat Hegel adalah tentang kehendak manusia, 
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kepribadian dan kebebasan. Menurut Hegel, kehendak individu adalah inti dari keberadaan 
manusia yang secara terus menerus beraktualisasi di dunia. Hegel memandang bahwa dalam 
suatu hierarki, kehendak individu memiliki kedudukan yang tertinggi. Para Hegelian (pengikut 
Hegel), menyatakan bahwa antara pikiran dan hati dapat digabung menjadi sebuah kebebasan 
(Acton, 1967: 442). 
Teori HKI dari Hegel menekankan kebebasan langsung setiap individu. Sehingga kritik 
terhadap pengaruh liberal pada teori Hegel harus diredam. Hegel mendefinisikan liberal hanya 
ada sedikit kebebasan untuk melakukan hal-hal tertentu. Sementara definisi negatif dari liberal 
adalah sebagai sebuah kebebasan tanpa hambatan (Hughes, 1988: 29). 
Menurut Hegel, HKI tidak perlu dianalogikan dengan kekayaan berwujud karena HKI 
berkaitan dengan kepribadian, mental dan kehendak. Kekayaan intelektual memberikan jalan 
keluar dari masalah ini, dengan "mewujudkan" sifat-sifat pribadi. Hegel mengatakan bahwa 
pikiran, kehendak, bakat, dan sebagainya dimiliki oleh pikiran bebas. Oleh karenanya manusia 
perlu menyatakan dan mewujudkan sesuatu yang eksternal (Hughes, 1988: 33).  
 
5. Unjust Enrichment Theory 
Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem HKI adalah untuk memberikan 
kompensasi yang adil terhadap para pencipta sehingga dapat memberikan manfaat sampai titik 
sosial tertentu (terbatas). Gagasan teori ini mirip dengan hukum restitusi yang menentukan kapan 
seseorang dapat menerima imbalan yang layak atas pekerjaannya. Penganut teori ini adalah 
Gordon (1992).  
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6. Libertarian Theory 
 
Para kaum libertarian mengkritik eksistensi HKI. Teori ini dipelopori oleh Palmer (1989) 
yang membangun sebuah argumen yang mengkritisi perspektif filosofis yang dominan dalam 
memberi justifikasi terhadap perlindungan HKI. Sejalan dengan ini, Barlow (1994) berpendapat 
bahwa sistem HKI mengancam dan merusak kebebasan pertukaran ide-ide melalui internet dan 
memungkinkan kepentingan perusahaan untuk menjalankan kontrol yang besar atas ekspresi 
budaya dan politik (Menell, 1999: 159). 
 
7. Distributive Justice Theory 
 
Teori keadilan distributif berusaha untuk mendistribusikan sumber daya masyarakat 
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Banyak filsuf utilitarian mendukung teori keadilan 
distributif (Mill, 1862; Singer, 1975; Rawls, 1971; Hare, 1978). Prinsip-prinsip dari keadilan 
distributif akhir-akhir ini telah digunakan untuk memberi justifikasi terhadap perlindungan HKI. 
Rakowski (1991: 86-87) mengembangkan sebuah teori keadilan penuh yang diaplikasikan untuk 
distribusi manfaat atas suatu penemuan. Manifestasi paling nyata dari prinsip-prinsip keadilan 
distributif dalam bidang kekayaan intelektual terdapat dalam kesepakatan internasional baru-baru 
yang berkaitan dengan kepemilikan, perlindungan dan penggunaan sumber daya hayati (Menell, 
1999: 160).  
 
8. Democratic Theory 
 
Menurut teori demokratis, HKI mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Rezim hak cipta 
dapat mempromosikan ekspresi politik namun juga berpotensi menghambat penyebaran karya-
karya karena adanya keterbatasan dalam menyalin suatu karya (orang lain). Pada awalnya, hak 
cipta digunakan Ratu Inggris untuk mengatur dan menyensor pers yang mengkritik kerajaan 
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(Goldstein, 1970; Kaplan, 1967). Meskipun hak cipta tidak berfungsi lagi secara langsung untuk 
menyensor ekspresi politik, ia tetap memiliki potensi untuk menghambat arus informasi yang 
bebas (Menell, 1999: 161). 
Coombe (1991) menawarkan kritik pasca-modernis terhadap hukum kekayaan 
intelektual, dengan alasan bahwa perluasan domain perlindungan kekayaan intelektual 
membatasi kemampuan individu untuk mengekspresikan diri. Netanel (1996) menunjukkan hak 
cipta yang memainkan peran yang semakin penting dalam masyarakat demokratis modern karena 
mendukung kemudahan ekspresi yang dapat disebarluaskan melalui penggunaan teknologi 
digital. Dia berpendapat bahwa teori hak cipta selama ini dapat merusak prinsip-prinsip 
demokrasi sehingga diperlukan interpretasi baru tentang hak cipta di era digital yang bertujuan 
untuk mempromosikan masyarakat sipil yang demokratis (Menell, 1999: 161). 
 
9. Radical/Socialist Theory 
Kritik radikal terhadap HKI berawal dari adanya konsep tentang pengarang (author) dan 
inventor (penemu). Para sarjana yang mendukung teori ini mengatakan bahwa konsep pengarang 
dan penemu merupakan sebuah ’konstruksi’ sosial. Menurut teori ini, semua ciptaan adalah 
produk (milik) komunal. Penganut teori ini antara lain: Aoki (1993), Boyle (1988), Lange 
(1992), Woodmansee (1994), Lemley (1997) dan Samuelson (1996).  
 
10. Ecological Theory 
 
Adanya keterkaitan erat antara teknologi, perkembangan industri dan lingkungan 
membuat para sarjana lingkungan mulai melihat HKI dalam konteks yang lebih luas dari 
perspektif filosofis hubungan antara manusia dan lingkungannya. Menurut teori ini, teknologi 
dapat menjadi sumber masalah lingkungan namun juga dapat bermanfaat sebagai alat untuk 
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mengatasi dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia. Teori ini mendorong agar HKI 
dapat digunakan untuk memacu perkembangan teknologi baru untuk mengurangi dampak 
lingkungan. Penganut teori ini antara lain: Leopold (1949), Commoner (1971), Singer (1975), 
dan Nash (1989).  
 
KESIMPULAN 
Budaya HKI tidak dapat dilepaskan dari pekembangan budaya Barat. Pada awalnya tidak 
banyak filsuf yang tertarik dengan pembahasan HKI. Namun demikian, dengan adanya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulailah orang berpikir tentang pentingnya 
perlindungan HKI. Hal inilah yang membuat para filsuf mulai tertarik untuk membahasnya.  
Pada dasarnya, HKI mengandung dua aspek yaitu ekonomi dan moral. Aspek ekonomi 
melihat HKI sebagai instrumen untuk komersialisasi aset intelektual. Adapun aspek moral 
melihat HKI lebih sebagai instrumen pengakuan terhadap karya intelektual seseorang.  
Pada perkembangannya, pembahasan tentang HKI hanya didomimasi oleh pendekatan 
ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan muncul berbagai pandangan negatif tentang HKI. 
Misalnya penegakan HKI dianggap ‘pesanan’ dari negara-negara/perusahaan-perusahaan barat. 
Penegakan HKI juga dianggap sebagai bentuk baru kolonialisme barat dan lain-lain (Triyanto, 
2011).  
Oleh karenanya, pembahasan HKI dari sudut pandang moral perlu ditingkatkan. Dengan 
pendekatan moral, HKI tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk komersialisasi aset 
intelektual (capitalism), akan tetapi juga merupakan instrumen untuk memberikan penghormatan 
dan penghargaan atas karya intelektual seseorang.  
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